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TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-1 9) DI RUMAH SAKIT UMUM

Menimbang

Mengingat

DAERAH Dr. SOEGIRI LAMONGAN
BUPATI LAMONGAN,

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan sebagai rumah
sakit rujukan penyakit Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur,
serta menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor :
S-239/MK.02/2020, perihal Insentif Bulanan dan
Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang
Menangani COVID-19, perlu memberikan insentif bagi
Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Soegiri Lamongan, dengan menetapkan dalam
Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten  di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah  Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonseia Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelengaraan Penanggulangan Bencana dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/
Menkes/104 /2020 tentang Penetapan Infeksi Novel
Corona Virus Disease 2019 sebagai Penyakit yang
dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangannya;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14
Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2011 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2016
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan (Berita

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor
41);




Memperhatikan :

Menetapkan,
KESATU

KEDUA

KETIGA

19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2019 Nomor 86).

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-
239/MK.02/2020, tanggal 24 Maret 2020, perihal
Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga
Kesehatan yang Menangani COVID-109.

MEMUTUSKAN :

Besaran Insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani
Corona Virus Disease 2019 (COVID-1 9) di RSUD Dr.
Soegiri Lamongan dengan rincian sebagaimana tersebut
dalam lampiran keputusan ini.

Insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU,
terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan
bulan Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan
status keadaan tertentu darurat bencana wabah
penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-1 9);

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 April 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;

4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;

S. Sdr. Direktur RSUD Dr. Soegiri Kabupaten
Lamongan;

6. Sdr. Tenaga Kesehatan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

it

"JOKO NURSIYANTO
NIP.19680114 198801 1 001




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR

TANGGAL: 3 APRIL 2020

: 188/172/KEP/ 413.013/2020

BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. SOEGIRI LAMONGAN

JUMLAH INSENTIF TIAP BULAN
NO. | TENAGA KESEHATAN KHUSUS BESAR SEDANG RINGAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1. | Dokter Spesialis 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | 5.000.000,00 3.000.000,00
2. gfglfter Umum dan 7.500.000,00 | 5.250.000,00 | 3.750.000,00 | 2.250.000,00
3. | Perawat dan Bidan 5.000.000,00 | 3.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00
4. | Tenaga Kesehatan 2.500.000,00 | 1.750.000,00 | 1.250.000,00 |  750.000,00
Lainnya
Keterangan :
1. Khusus : Tenaga kesehatan yang langsung mengkondisikan dan langsung
berhadapan dengan pasien COVID-19
2. Besar : Tenaga kesehatan yang berhubungan secara tidak langsung tetapi
berkaitan erat dengan pasien COVID-19
3. Sedang : Tenaga kesehatan/ lainnya yang menunjang kegiatan penanganan
COVID-19 dan kelengkapan sarana prasarana dan administrasi
4. Ringan : Tenaga kesehatan lainnya yang terdampak pada kegiatan penanganan

COVID-19

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

- JOKO'NURSIYANTO
'NIP. 79680114 198801 1 001

N




